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RINGKASAN 

 

Pelayanan kesehatan yang merupakan masalah BPJS Kesehatan tidak harus 

dihindari, tetapi memerlukan solusi agar dampaknya tidak berkepanjangan terutama 

pada peserta BPJS. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, 

maka BPJS Kesehatan wajib memberikan pelayanan yang maksimal pada peserta 

BPJS. Melihat persoalan tersebut di atas,  jelas bahwa hak-hak dari peserta BPJS 

masih seringkali terabaikan/belum mendapatkan pelayanan yang maksimal. Oleh 

karena itu judul disertasi yaitu Perlindungan hukum pasien peserta BPJS Kesehatan 

dalam perspektif hak asasi manusia, dengan rumusan masalah : (a) perlindungan 

hukum terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan atas pelayanan Rumah Sakit Mitra 

BPJS yang merugikan dalam perspektif hak asasi manusia dan (b) langkah - langkah 

hukum pasien peserta BPJS Kesehatan yang mengalami kerugian atas pelayanan 

kesehatan dalam perspektif  perlindungan hak asasi manusia.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan 

:  “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan”. Selanjutnya Pasal 28I ayat (4) UUD NRI menyebutkan : 

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia adalah 

tanggungjawab negara, terutama pemerintah”. Dalam rangka mewujudkan 

pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap HAM di Indonesia, sebagaimana 

tercermin dalam UUD NRI Tahun 1945, lembaga legislatif membentuk dan 

memberlakukan Undang-Undang Nomor  39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (selanjutnya disebut UU No. 39 Th 1999). Filosofi dari diberlakukannya 

UU No.39 Th 1999 dapat dilihat di dalam konsideran konsideran atau bab 

menimbang, yang dirumuskan: 

a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Masa Esa yang 

mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan 

penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat 

manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin 

keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan 

lingkungannya; 

b. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati 

melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena 

itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh 

diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun; 

c. bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar 

antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat 
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secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan 

bernegara. 

         Dalam penyelenggaraan  pelayanan kesehatan bagi masyarakat BPJS bermitra 

dengan pihak rumah sakit, dan rumah sakit yang menjadi mitra tersebut, harus 

mampu meningkatkan dan mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

Hal ini sesuai dengan kentuan Pasal 2 dari Undang-Undang No 44 tahun 2009 

tentang Rumah Sakit yang mengatur bahwa : “Rumah Sakit diselenggarakan 

berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika, dan 

profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak, dan anti diskriminasi, 

pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial”.  

Sehubungan dengan hal tersebut, upaya pelayanan kesehatan harus mampu 

mensinkronisasikan penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang dilaksanakan 

oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Tanggung jawab 

pemerintah dalam penyelengaraan jaminan sosial kesehatan ini tercermin dalam  

Pasal 20 UU Kesehatan, yang mengatur sebagai berikut: 

1) Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan 

masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan 

perorangan; 

2) Pelaksanaan sistem jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Terkait dengan pernyataan pasal tersebut diatas, maka pemerintahlah yang 

dituntut untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan, pengembangan dan 

perlindungan terhadap jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Indonesia 

sebagai negara yang menganut cita cita mewujudkan kesejahteraan serta keadilan 

seluruh rakyat Indonesia (seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 

1945), maka pemerintah berkewajiban untuk memberikan pemenuhan, 

pengembangan dan perlindungan terhadap jaminan kesehatan bagi seluruh 

masyarakat harus segera diwujudkan. 

Dalam konteks perlakuan yang diskriminatif, kasus bayi Debora di Rumah 

Sakit Mitra Keluarga, Jakarta Barat, merupakan contoh yang tidak boleh terulang 

kembali. Dalam kasus bayi Debora menunjukkan adanya perlakuan yang 

diskriminasi dan pelayanan yang tidak baik dari Rumah Sakit Mitra Keluarga 

Kalideres, yang meminta keluarga bayi Debora untuk membayar uang muka sebesar 

Rp 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah),  sebagai deposit agar bisa dirawat di 

ruang pediatric intensive care unit (PICU). Namun, keluarga bayi Debora tidak 

dapat membayar uang tersebut sehingga tidak mendapatkan pelayanan yang 

semestinya dari pihak rumah sakit, padahal orang tua bayi Debora adalah pemegang 

kartu atau peserta BPJS Kesehatan. 
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Selain bayi Debora, balita M Rizky Akbar sebagai pasien peserta BPJS 

Kesehatan juga mendapatkan perlakuan diskriminasi dari pihak Rumah Sakit Eka 

Hospital Tangerang Banten. Dalam kasus tersebut balita Rizky mendapatkan 

perawatan di ruang pengobatan dan perawatan khusus anak (ruang PICU) selama 1 

(satu) malam setelah orangtuanya memberikan uang muka yang diminta oleh pihak 

rumah sakit, padahal balita Risky adalah peserta BPJS Kesehatan. 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Statute 

Approach, Conseptual Approach, Comparative Approach dan Philosophical 

Approach. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Teori Negara 

Hukum Kesejahteraan (Welfare State), Teori Tujuan Hukum, dan Teori 

Perlindungan Hukum.  

            Hasil Penelitian disertasi ini menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk 

pelayanan perlindungan hukum terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan yaitu 

perlindungan hukum pada pelayanan kesehatan preventif, perlindungan hukum pada 

pelayanan kesehatan kuratif dan perlindungan hukum pada pelayanan kesehatan 

rehabilitatif. Adapun 3 (tiga) langkah hukum pasien peserta BPJS Kesehatan dalam 

perspektif perlindungan hak asasi manusia yaitu Langkah Penyelesaian Non- 

Litigasi, Langkah Penyelesaian Adjudikasi-Litigasi, dan Upaya Hukum Khusus 

(judicial review,  citizen lawsuit maupun class action).  

Dalam kasus Bayi Debora  dan Balita Risky (selaku pasien peserta BPJS 

Kesehatan) menunjukkan adanya perlakuan diskriminasi dan pelayanan kesehatan 

yang tidak baik dari rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan. 

Tindakan Rumah Sakit  tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) 

huruf f Undang – Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang 

menyatakan bahwa dalam memberikan fasilitas pelayanan gawat darurat tanpa uang 

muka. Penelitian ini menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap pasien 

peserta BPJS Kesehatan dan langkah-langkah hukum yang dapat dilakukan oleh 

peserta BPJS Kesehatan yang menderita kerugian dalam perspektif perlindungan  

Hak Asasi Manusia.  

Berdasarkan uraian pada Bab Pembahasan,  diperoleh kesimpulan.  

1. Perlindungan hukum bagi pasien peserta BPJS Kesehatan dalam perspektif  

HAM hanya diatur dalam Peraturan Presiden No. 82 tahun 2018 tentang 

Jaminan Kesehatan, bersifat administratif dan tidak substantif, sehingga tidak 

sesuai dengan prinsip hak-hak perlindungan HAM sebagaimana diamanatkan 

oleh UUD NRI dan UU HAM : berhak memperoleh manfaat jaminan layanan 

kesehatan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi ;  berhak 

memperoleh manfaat jaminan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan 

standar profesi dan standar prosedur operasional, termasuk kelompok 
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masyarakat yang rentan (lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, 

penyandang cacat) berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan secara 

khusus. 

2. Langkah- Langkah-langkah hukum pasien peserta BPJS Kesehatan dalam 

perspektif perlindungan hukum,   yaitu: (a) Langkah Penyelesaian Non-Litigasi  

melalui proses mediasi atau musyawarah mufakat apabila terjadi sengketa 

medis, (b) Langkah Penyelesaian Adjudikasi/Litigasi melalui pengaduan ke 

MKDKI apabila terdapat dugaan malpraktik atau pelanggaran etik kedokteran, 

laporan pidana kepada kepolisian RI dan atas kerugian yang dialami pasien 

dapat dilakukan gugatan secara perdata ke pengadilan negeri setempat yang 

berwenang, baik karena perbuatan melawan hukum (pembiaran medik) maupun 

gugatan wanprestasi.  (c) melakukan langkah atau upaya Hukum Khusus yang 

terdiri dari : Judicial Review  (JR), Citizen Law Suit (CLS) maupun Gugatan 

Perwakilan atau Class Action  (CA).   

 

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, diajukan saran sebagai berikut : 

1. Kepada DPR RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan UU BPJS, 

dengan memasukkan Bab Khusus tentang Hak-hak Pasien Peserta BPJS 

yang mengandung materi muatan sebagai berikut : (a) Setiap peserta berhak 

memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan 

perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif, termasuk pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis 

habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan;(b)Setiap 

peserta berhak memperoleh manfaat jaminan layanan kesehatan yang 

manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi; (c) Setiap peserta berhak 

memperoleh manfaat jaminan layanan kesehatan yang bermutu sesuai 

dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;(d) Setiap peserta  

yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan (lanjut usia, anak-anak, 

fakir miskin, wanita hamil, penyandang cacat) berhak memperoleh 

perlakuan dan perlindungan secara khusus; (e) Setiap peserta berhak 

memperoleh manfaat jaminan layanan kesehatan yang efektif dan efisien 

sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi. 

2. Pasien peserta BPJS yang dirugikan  akibat tindakan pelayanan kesehatan 

tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis dan standar 

prosedur operasional kedokteran dan/atau akibat dikeluarkan kebijakan yang  

tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan Hak  Asasi Manusia, 

kepada pasien yang bersangkutan dapat menempuh langkah-langkah atau 

upaya hukum sebagai berikut : (a) Langkah Penyelesaian Non-Litigasi  
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melalui proses mediasi atau musyawarah mufakat apabila terjadi sengketa 

medis, (b) Langkah Penyelesaian Adjudikasi/Litigasi melalui pengaduan ke 

MKDKI apabila terdapat dugaan malpraktik atau pelanggaran etik 

kedokteran, laporan pidana kepada kepolisian RI, maupun  (c) melakukan 

langkah atau upaya Hukum Khusus yang terdiri dari : Judicial Review  (JR), 

Citizen Law Suit (CLS) maupun Gugatan Perwakilan atau Class Action  

(CA).   
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ABSTRACT 

 

The dissertation on the Legal Protection of BPJS’ patients in the Human 

Rights Perspective is based on the background that the patients should earn their 

rights from hospital services, especially in providing emergency care facilities 

without a down payment. But in the case of Debora and Risky (as patients) showed 

the existence of discriminatory treatment and poor service from hospitals as 

providers of health services. This resulted in a juridical problem that is the legal 

absence related to legal protection for the patients and resulting in legal conflicts. 

The legal protection for BPJS’ patient requires legal protection that can 

provide maximum results through legal protection in the form of preventive, 

curative and rehabilitative services. This dissertation concerns two things, which are 

related to legal protection and legal steps that can be taken by the BPJS patients who 

suffer losses in the perspective of human rights.  

The research method uses a Statute Approach, a Conceptual Approach to 

understand the doctrine and views that develop in the science of law, Comparative 

Approach and Philosophical Approach. 

The results of the discussions that BPJS patients are The form of legal 

protection for the BPJS or Social Insurance Administration Organization patient, in 

the perspective of human rights isnot specifically regulated by the BPJS, it is only 

regulated in Presidential Regulation No. 82/2018 concerning health insurance and 

considered simple, inadequate, procedural administrative only and not substantive in 

nature, so it is not in accordance with the principles of human rights protection as 

mandated by the Indonesian Constitution and the Human Rights Law: the right to 

benefit from health care guarantees that are humane, fair, honest, and without 

discrimination; entitled to benefit from quality health service guarantees in 

accordance with professional standards and standard operating procedures, including 

vulnerable groups of people (elderly, children, the poor, pregnant women, people 

with disabilities) are entitled to special treatment and protection. 

The legal steps of the BPJS’s participants in a human rights perspective are 

preventive legal protection, repressive legal protection, and special legal measures 

(judicial review, citizen lawsuit and class action). Therefore the Government must 

revise law and apply the concept of health care and supervision to BPJS Partner 

Hospitals, so that there is no discrimination for the patients. 

 

Keywords: Legal Protection, Health Services, Discrimination. 
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